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BT'PATI LIMA PT'LUI KOTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 60peraturan pemerintah Nomor 60 f"fr"rr iOOEi""t"i,
Sistem pengendalian Intern peme;"t"h-;;;;;
ketentuan mengenai SpIp dilingku"t;l;-;;;
Daerah^, diatur lebih lanjut dengan n"..t"r., A"p"ti
yang berpe_d-oman pada peraturan pemerintah Nomor
60 Tahun 200g;

b. bahya berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud 3 diatas, perlu ditetapfon a""g"Ii-"""t"peraturan Bupati.

Mengingat : l. Undang,Uldang Nomor 12 Tahun 1956 tentang. pembentukan Daerah Otonom Kabupaten datari
Lingku{gan provinsi Sumatera fengair lf,emUaranNegara Republik Indonesia Tahunl95? nil;;-r;i; "

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentanqperbendaharaan Negara (Iembaran Negara n.p"Ufif
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor S; Ta-;"h;;
L,embaran Negara Republik Indonesia I.io*;4iiil--

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangpembentukan peraturan perundang_u"a-;A;
(kmbaran Negara Republik Indonesia 

";h;,6iiNomor 92, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

4. Undang_Undang Nomor 23 Tatrun 2014 Tentangpemerintahan- Daerah (Lembaran Negara n"p"Uii[
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tamtahan
Lembaran Negara Republik Indonesia iv;;; GGi

ry



sebagai&ana telah dua kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun ZOii- r.entang
Perubahan Kedua Atas Unaang_UnAang 

-Nomo" 
ZSTahun 2014 Tentang pernerintan&r Daerah

(Lembaran Negara Repu-Utit< maonisia-tafrun 201 5Nomor 58, Tambahan Lcmbaran Nelara RepuUfit
Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan pemerintah Nomor 5g Tahun 2005 tentang

I:ig:_,:l:"1 T"""le"o_paerar, grmuara" NegaraKepuolrk tndonesia Talrun 2OO5 Nomor i+O;Tambahan L,embaran Negara nip"Ufif.-liaonesia,
Nomor 4578);

6. Peraturan pemerintah 
_Nomor 6O Tahun 200g tentang

!;stem 
pengendalian Intem pemerini.h-G*Urr"r,

Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS lllmor f ZZ;Tambahan tembaran Negara n"p"Ufit-'i"aonesia,
Nomor 4890);

7. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2}lz
lentang pembinaan dan Fe"g.*"".r,
Penyelenggaraan pemerintahan Daeralr- iij*uar"r,
legara Repubtik Indonesia Tahun 2Oii iroLor zS,Tambahan Lembaran Negara n"p"tiit'ilaorr""i"
Nomor 6041);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor gO Tahun
2_015 Tentang pembentukan p;.d"k ri;k"; Daerah(Berita Negara Republik f"ao"u"i"-iJu" ZO1SNomor 2036);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima puluh KotaNomor I Tahun 2OOg tentan! eotot_pof.ot
lelselolaan feullcan Daerah iiuup"i"" Lima
Slulr __Kota (Lembaran Daerah Ihbupaten Lima
Puluh Kota Tahun 200g Nomor l);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima puluh KotaNomor 15 Tahun 2016 tentang pemUeniutan aan
Susunan_- Organisasi perangkat Oa"rJ- if.*uaranDaerah Kabupaten tima iltutr fota-ijun zoro
Nomor 15);

l l. Peraturan Bupati Lima puluh Kota Nomor 47 Tahun
2016 Tentang Kedudukan, Susunan 

-Organisasi,

Pe1 1* Pry:i, serta Tata rerl.a rnslettorat
(Eenta Daera-h Kabupaten Lima puluh Kota. Tahun
2016 Nomor 49).
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IE_TIIURAN BUPATI TENTANG PEI{YELENGGARAAN
9l:Tpy eENGENDALTAN TNTERN 

-i,Eratiiriiiri 
pr

L-IN-GXUNGAN PEMERINTAH reeupeTE.Iiiii,ie.puI,uH
KOTA

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adajah Kabupaten Lima puluh Kota.

2. Pemerintah Daerah l$lh-Bunati dan perangkat Daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintah K"fi;;;Lh. p[i"t ffi. 
- *vaE.r

3. Bupati adatah Bupati Lima puluh Kota.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lima puluh Kota.

5. Inspektorat Kabup-aten Lima puluh Kota adalah Aparat pengawasan
Intern pemerintah'Kabupaten U-; p"lili Kota yang bertangprrg jeweblangsung kepada Bupati.

6' sistem Pengendarian Ir!"*.y.Tg sera4iutnya disingkat SpI adarah prosesintegral pada tindakan dan k"d;t"r d;;ilakukan secara terus menerusoleh Pimpinan dan seluruti p"!"LJ'irrt"k memberikan keyakinanmemadai atas tercalainya tujuan organis"si _efafui-tigi;t r; yai,g efenirdan efisien, keandalan petaporan teriangan, pengamanan aset negara danketaatan terhadap peraturan perunaani-unaarrlarr.

7' si-st9y Pengendalian Intern-pemerintah, yang seranjutnya disingket splpadalah Sistem pengendalian Intem yarrg Ais;lenig"r*"i1"""".
menyeluruh terhadap proses perancarrgan aan pehktnaan kebijakanserta perencanaan, 

_ 
penganggaran dan pelaksanaan *gg;a" diiingkungan pemerintah fabupi-ten Lima puluh Kota.

8' Pengawasan Intern adalatr seruruh proses kegiatan audit, reviu, evaruasi,pemantauan dan kegiatan pengawasan Lain- terhadap penyelenggaraan
tueas 

$a3 fungsi organisasl-d-alaa rangka memberikan'teyatcinil yang
memadai bahwa kegiatan terah dilakssnakan sesuai deng; ioi& uk,"yang telah ditetapkan secara efektif dan elisien untu-k kepentingan
pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintah"o y.rrg b*ik-'-

9. Perangkat daerah adarah perangkat daerah Kabupaten Lima puluh Kota
sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah i lomor 19 rahun 2016.

10. Audit adalah proses.identifi.kasi masalah, anarisis dan evaluasi bukti yang
dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan
standar audit, untuk menilai kibenaran, kecermatan, kredibilitas,
efektifitas, elisiensi dan keandalan informasi perarcanaan- 1"g"" a".
fungsi Instansi pemerintah.



ll'Reviu adalah peneraahan urang burrti-bukti suatu kegiatan untukmemastikan bahwa kegiatan t".iu"ii"IJi,"r.*r.Li ;;;; al,g"r,ketentuan, standar, rencana atau norma yarig telah ditetapkan.
12' Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasisuatu kegiatan dengan standar, ..rr*" atau norma yang telahditetapkan, dan menetukan f*t .Gi"g yang mempengaruhikeberhasilan atau kegagalan 

"""t"-f."i"t"i oalam mencapai tujuan.
13. Pemantauan adalah prgses penilaian kemajuan suatu program ataukegiatan dalam mencapai tujfi ;;;eilr'lr."opr."rr.
14 Kegiatan pengawasan.lainnya adalah kegratan pengawasan yang antaraiain berupa sosialisasi melreelai p.rrg"*i;, pendidikan dan pelatihanpengawasan, bimbingan_ dan konsulLsi, pu"g"ror"""-t 

""ri 
p".Ig"il*,dan pemaparan hasii pengawasan.

15. Petunjuk petaksanaan 
. 
penyelenggaraan SpIp adalah petunjukPelaksanaan atas peratu.*i e-"!#**ir,'," puluh *.t^ 

- 
i"rt"rgpenyelenggaraan SpIp, y.ang -"-"lt t"U-rrirt rr, strategi, metodologipenerapan dan pengintegrasian setu^itr i..i'iil-'.;;;;".pemerintahan daerah, untuk mema"tit an- uarrwa seruruh unsur splptelah terbangun 

.dd:+ pr"g"rr)r." . t". pemerintahandaerah/perangkat daerah datam d;A;i.r,.ilr, p"rr"Jo"l;1;r."yang ditetapkan.

(1) Untuk mencapai pengelolaan 
_leuangan daerah yang efektif, efisien,transparan dan akuntab€I, Aupati- mef.tuf.a, pengendalian ataspenyelenggaraan kegiatan pemerin'tahan X"U,apat".r.

(2) Pengendalian atas oeny-elen_ggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimanadimaksud paaa aylt Of aitrr.".rJ;":;;r" berpedoman pada Sprpsebagaimana diatur dalam peraturan pe*e-.iltarr Nomor 60 Tahun 200gtentang Sistem pengendalian Intem pemerintah d", ;;;;."pelaksanaannya.

(3) sPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berrujuan untuk memberikankeyakinan yang memadai &e t"L"p.ilrl efektivitas dan elisiensipencapaian tujuan penyelenggaraan'pemerintahan r"u"p"t""' urr.Puluh Kota, keandalan pelapoian keuanlan, pengarnanan aset daerahdan ketaatan terhadap peraturan perundairg_urra.igarr.

BAB tr
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paral 2

BAB Itr
PEIIY'ELEilGGARAAIT SPIP

P.raI g

(1) Perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Lima puluh Kota,wajib menerapkan SeIF sebi.gaimana dimaksud ir"la_ i;J, 
"v"i tzfyang meliputi unsur :



a. Lingkungaa pengendalian;
b. Penilaian Resiko;
g. I"-gr.t"" 

pengendalian;
d. Informasi dan Komunikasi; dane. Pemantauan.

(2) Uraian dan pengaturan unsur SpIp sebagaimana dimaksud pada ayat (l)adalah sesuai densan pasal 4 ournpfrE rg, pasal 46 peraturan

i:il:Hg. 
Nomor 6o r.ii- ztid;ffid'sistem pengenaarian iniern

(3) Penerapan unsur SpIp sebagaiman" ttimaksucl pada ayat (l) dan ayat (z)dilaksanakan menyatu d; ;""ddt G}ar, integral dari kegiatanperangkat daerah.

Paral 4

Peral 5

(1) Dalam 
_proses pembqngunan dan pengembangan SpIp cllbenruk SaluanTugas SPIP Pemerintah Kabupa.ten tima puluh Kota.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas pokok satuan TugasSPIP Pemerintah Kabupaien Lima pututr rcota 6igstqpkan denganKeputusan Bupati.

PEIYGUATAII EFDKTIIIIff #o*.";Iloo* 
"*Pasrl 5

(1) Pemimpin perangJ<at daerah bertanggung jawab atas efelcti,itas
penyelenggaraan SpI di lingkungan masing_masing.

(2) U_ntu-k memperkuat dan. poenunjang efektivitas SpI eelngcimsns
dimaksud pada ayat (l) dilai<ukan penga.wasan intern ataspgnyelenggaraan tugas dan fungsi p"."rrgfot daerah termasuk
akuntabilitas keuangan daerah.

Per.I 7

(1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dafam pasal 6 ayat (2)
dilakukan oleh Inspektorai Kabupaten Lima puluh Kota.

(2) Inspektorat Kabupaten Lima puluh Kota sebagainans dirnqksud pada
ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui :

a. Audit;
b. Reviu;

(1) Penyelenggaraan splp di- lilekunsan pemerintah Kabupaten Lima puruh
Kota dikoordinasikan oteh seloetalis il;;-K"b"paten uma puruh Kota.

(2) 
fenyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakanberdasarkan petunjuk_pelaksanaan p""y"f"lgg"o"rr SpIp yang disusunsesuai dengan pedoman 

Fkni:. penyetenggaiaan Sptp yang dltetapkandengan suatu Keputusan Bupati.



c. Evaluasi;
d. Pemantauan; dan
e. Kegiatan pengawasan lainnya.

Pasel 8

Inspektorat Kabupaten Lima puluh Kota melakukan pengawasan terhadap
seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tuga-s aan fungsi perangkat
d-aerah yang dibiayai dengan Anggaran:pendapatan aan eeLnia DaJrah
Kabupaten Lima Puluh Kota.

t-rr Lt n ctangkan dl Safl IiI|iEt<
pada tanggal * A?uL ps6

BAB IV
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Paral 9

LIMA P KOTA

Pacal 1()

t

(1) Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SpIp sebagaimana dimaksud
dalam pasal 4 ayat (2) w4jib ditetapkan pating lambat tO bulan sejak
Peraturan Bupati ini ditetapkan.

(2) 
Pelgan berlakunya Peraturan Bupati ini maka peraturan Bupati Lima
Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intem pemerintarr Dilingkungan pemerintahan Kabupaten
Lima Puluh Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku scjak tangaf diundangkan.

4g* setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daeiah
Kabupaten Lima Puluh Kota.
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rOTA PETGA'UAIT KO.trAEP DITAB

Disa "' paikal dengan hormat :

Tentang : Mohon Persetujuan dan penandatanganan peraturan Bupati
Lima puluh Kota tentang penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intem pemerintah Dilingkungan pemerintah
Kabupaten Lima puluh Kota.

PEMERJNTAE KABI'PATEN LIMA PULUE KOTA

INSPEKTORAT
JL KMNGGIAN@RSINGAHARAU SARII.AMAK KAB. LIMA PULUH KOTA

TELP (0752) 250s55, 2s0655 FAX ( 0752 ) 7750655

Emeil : hsoeHorat@limaouluhkotsksb.oo.id. lnrpeKoreufun:puluhkotleyrhoo.co.ld

Nomor: 70o/ 107 /rnsp-LK/rlrl2018

Catatsn 1. bahwa dnlem 161g[s mebksana]<an peraturan pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 t€ntang Sistem pengendalian Intern

lgmerintah, perlu membuat peraturan Bupa.ti tenang
Sistem Pengendalian Intern pemerintah Difingkungan
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. SPP rlimaftssd bertujuan untuk memberikan keyakinan
ya:tg memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi
pencapaian h1jual Penyelenggaraan pemerintahan
Kabupaten Lima Puluh Kota, keandalqn pelaporan
keuangan, pengamanan aset daerah d,an kctaatan tcrhadap
peraturan perundang-undaagaa.

3. Dasar PelaksonEan :

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor
l5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Peralekat Daerah

. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 47 Tahun
2016 Tentang Kedudukan, Susunaa, Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspcktorat

Lampiran

Jika Bapak berkenan dan menyetujuinya, kiranya dapat
merrarrdataagani Peraturaa Bupati LiDa Puluh Kota
selaga irn ang t€rlampir,

Persetujuan
Dan tandatangan

INSPEKTUR
Ka Lima Puluh Kota
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Sarilamak, Lb Maret 2OlB

Kepada Yttr :

Brpet Bupltl Llne hrluh Kotr

Di
Sarilamal

Untuk Mohon

Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Tentang
Penyelenggaraal Sistem Pengendalian Intem Pemerintah
Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.


